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DUALIsMI!' EKONOMI-SQSIAL .MASYARAKATlMN
KESENJANGAN DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN
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Arief Rohman

Abstrak

Kemajuan pembangunan selama Orde Baru sekarang ini
telah bisa dilihat hasilnya. Salah satu indikator paling menon­
jol adalah tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia
di atas rat?-rata negara tlmumnya di dunia, yaitu·" 7%
pertahun. Te'tapi hal ini kurang diimbangi dengan tingkat- pe­
merataan ....yang memadai. Akibatnya adalah timbulnya kondisi
ekonomi .dan s05ia1 masyarakat yang dualistis atau dik~na}.

dengan Hdualisme ekonomi-sosial masyarakat ll • Yaitu, muncul­
nya IIkelompok eHt ll secara ekonomi dan sosial di satu sisi,
serta lIkelompok marginal II di sisi yang lain.

Kendisi demikian pada kenyataannya menjadi pra­
kondisi dan berkedudukan sebagai setting pendidikan yang
s.angat berperan dalam menciptakan kesenjangan dalam O1em-·
peroleh pendidikan. Sebagian kelompok masyarakat memper­
oleh kesempatan lebih besar dalam mengikuti pendidikan
(Perguruan TinggO, sedang ltelompok masyarakat lainnya
kurang memperolehnya. Sehingga secara logis, ada pengaruh
an tara kondisi ekonomi-sosial masyarakat yang dualistis
terhadap munculnya kesenjangan dalam memperoleh
pendidikan.

Oleh karenanya, upay-l-upaya untuk mengatasi hal itu
telah ditempuh oleh' pemerintah melalui Menter! Pendidikan
dan Kebudayaan RI. De,ngan cara di samping memberikan
peJuang yang sarna kepada semua warga negara untuk meng­
ikuti pendidikan di Perguruan Tinggi. juga: . diberikan per1in­
dungan bagi mereka yang secara ekonomi-scsial kurang ber­
un tung (disadvantaged).

Pendahuluan
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Kemajuan pembangunan selama Orde Baru sekarang ini
telah bis',. dHihat hasil-hasilnya terutama di bidang ekonomi
dan .sosial~' Bidang ekonomi misalnya, melalui; sektor industri

. Indo~e~ni;'tel';h .mampu meningkatkan ~':'lume'ekspor dengan
tingkaf'pertunibuhan rata-rata 12 % per tahun/'i;'ehingga tahun

·1991 sektor ini mampu memberikan kontr'ihtr~i sebesar .50 %
·lebih terhadap total ekspor nasional. Sektor jasa mengalami
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peningkatan baik jasa telekomunikasi, perhotelan,tr",nsportasi
maupun lainnya telah berkembang secara ku":ntita·s dan kuali­
tasnya. Serta bidang pertanian sejak Pelita IV Indonesia telah
mampu berswasembada dan mengekspor beras; karenanya ter­
hadap PDB, pertanian memberikan sumbangan sebesar 21,30 %
pada tahun 1991 (Tungki, 1993:73).

Bidang sosial yang berkait erat dengan bidang ekonomi
tidak luput dari kemajuan-kemajuan yang dicapai. Tingkat
kesejahteraan hidup orang Indonesia semakin baik meliputi
pemenuhan gizi, kesehatan, kondisi perumahan, serta pendi­
dikan. Kesemuanya ini sebagai konsekuensi logis dari kemaju­
an ekonomi yang ada dalam rentang waktu yang terus mene­
rus. Seperti yang dilaporkan pemerintah (Abdul Latif, 1993:
79) secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Indonesia ber­
kisar 7 % per tahun, atau 7,9 % per tahun selama periode
1971-1980. Oleh karenanya, pembangunan bidang ekonomi dan
sosial telah menunjukkan pertumbuhan yang sangat berarti
dalam mengejar ketinggalan pembangunan yang telah dieapai
oleh negara-negara maju.

Akan tetapi, kemajuan yang dicapai dengan pertumbuh­
an ekonomi cukup tinggi ini kurang diimbangi dengan tingkat
pemerataan yang memadai. Persentase "pertumbuhan" mem­
peroleh prioritas lebih tinggi dibanding dengan persentase
"pemerataan". Akibatnya adalah munculnya disparitas ekono­
mi masyarakat yang berkembang pada bidang-bidang sosial
secara menyeluruh. Sebagaimana yang dikatakan Frans Seda
(1986:131) disparitas tersebut sebagai kondisi "structural gap"
baik secara ekonomi maupun sosial. Dengan kata lain,. ter­
jadinya dualisme ekonomi-sosial di masyarakat, yakni muneul­
nya "elit class" dengan segenap fasilitas dan kemudahan yang
dimiliki di satu sisi, serta "marginal class" dengan segala ke­
terbatasannya yang dipunyai di sisi yang lain.

Pada konteks ini, akibat terlalu memberikan peluang
lebih bagi berkembangnya industri-industri besar demi menge­
jar pertumbuhan ekonomi nasional serta mengabaikan industri
dan perusahaan keeil dan menengah, menjadikan jarak antar­
mereka semakin melebar. Juga pada masyarakat pedesaan
misalnya, akibat kebijakan "revolusi hijau" yang digenearkan
pemerintah Orde Baru sejak tahun 1970 telah menyebabkan
terjadinya proses evolusi yang berekses, di mana sistem
kelembagaan egaliter masyarakat desa menjadi semakin ter-



,
Dualisme Ekol1omi-sosiaJ fv1asyarakat dan KcsenjiJngun dell,un
fvlemperoJeh Pendidikan

31

tutup sehingga menimbulkan kesenjangan dan polarisasi
ekonomi-sosial khususnya di pedesaan Jawa (Collier, 1981:
170). Dari hasil penelitian Ten Dan (Francis Wahono, 1994:9)
menunjukkan bahwa polarisasi masyarakat desa tersebut
terbagi ke dalam dua kutub kelompok masyarakat, yaitu
kelompok "petani independen" dan kelompok "buruh tani".

Potret polarisasi ekonomi-sosial masyarakat ini, kalau
dicermati secara seksama, hampir. terjadi di banyak bagian
kawasan Indonesia. Sehingga, banyak ahli berkesimpulan
bahwa salah satu ekses dari upaya pembangunan yang mem­
prioritaskan "pertumbuhan" (growth), memiliki dampak pada
munculnya polarisasi ekonomi-sosial masyarakat di Indonesia.

Pada bagian lain fenomena pendidikan khususnya pen­
didikan tinggi di Indonesia,. banyak penduduk usia 19 sampai
24 tahun -yang notabene usia mahasiswa- ternyata hanya
sekitar 9 % yang bisa melanjutkan ke Perguruan Tinggi baik
negeri maupun swasta. Menurut laporan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan (1993) dijelaskan ada sejumlah 21,30 juta
penduduk Indonesia kelompok umur 19-24 tahun, akan tetapi

. dari sejumlah itu yang bisa melanjutkan ke jenjang lebih
tinggi- hanya sekitar 2,005 juta. Lebih jauh lagi, dari jumIah
yang menjadi mahasiswa itu hanya 0,225 juta yang bisa Iulus
perguruan tinggi, yang berarti hanya 1,05 %-nya dari penduduk
kelompok usia 19-24 tahun.

Dari gambaran ini menunjukkan secara sekilas betapa
sedikitnya pemuda Indonesia yang berkesempatan merasakan
belajar di Perguruan Tinggi.· Perguruan Tinggi masih merupa­
kan barang mahal dan terkesan "elit" oleh beberapa kaIangan.
Oleh karenanya, pertanyaan· yangmuncul adaIah, apakah
sedikitnya jumlah penduduk. usia 19-24 tahun yang tertampung
di Perguruan Tinggi ini karena terbatasnya. daya tampung
ataukarena mahalnya biaya pendidikan? Adakah hubungan
logis antar;, kondisi ekonomi-sosial masyarakat yang dualistis
dengan perbedaan (disparitas) kesempatan untuk memperoIeh
pendidikan di Perguruan Tinggi di Indonesia? Barangkali tulis­
an ini akan mengupas lebih jauh terhadap pertanyaan-perta­
nyaan tersebut.

Pola Hubungan. Pendidikan dan Masyarakat

Lembaga pendidikan sebagai suatu sistem pada d"sar-
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nya memiliki kedudukan penting di dalam masyarakat,,,, Teru­
tama di masyarakat· yang sedang berkembang (developing
countries), lembaga pendidikan dapat mendorong tumbuhnya
pembangunan. Dalam hal ini pendidikan dapat berfungsi me­
ningkatkan kualitas sumberdaya manusia, yaitu, meningkatkan
kemampuan warga masyarakat untuk melestarikan' nilai,
untuk membuat kreasi budaya dan teknologi, serta untuk me­
nyiapkan manusia produktif termasuk tenaga kerjanya (Noeng
Muhadjir, ,1986:6). '

Lembaga pendidikan bisa menelorkan hal-hal baru yang
sesungguhnya sangat bermanfaat bagi kemajuan masyarakat.
Sebagaimana teori sumberdaya manusia yang dicetuskan T. W.
Schultz (Imam Barnadib, 1987:28) bahwa suatu masyarakat
pada hakikatnya berlandaskan pada investasi manusiawi.
Menurut teori ini masyarakat bisa berkembang maju mana­
kala terdapat kualitas sumberdaya manusia yang cukup di
dalamnya. Sehingga sesuai dengan teori ini, pendidikan mem­
punyai peranan sangat penting untuk meningkatkan kualitas
manusia, baik dalam arti kualitas in'telektual maupun kualitas
ketrampilan profesional.

Sebaliknya, kondisi masyarakat juga mampu mem­
pengaruhi bentuk dan corak lembaga pendidikan. Masyarakat
memiliki harapan-harapan dan cita-cita yang ingin dicapai di­
salurkan kepada lembaga pendidikan dengan melalui kebijakan
publik. Hal ini terlihat' seperti keputusan-keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur lemabaga pendi­
dikan pada dasarnya bersumber dari usulan-usulan masya­
rakat, atau hasil penjabaran dari Tap MPR yang merupakan
penjelmaan dari ketetapan masyarakat.

Lembaga pendidikan juga selalu berinteraksi dengan
masyarakat. Dalam interaksi ini banyak masukan-masukan
yang diperoleh dari masyarakat, misalnya kritik tentang
sistem penyelenggaraan pendidikan (feed back) atau perubah­
an-perubahan sosial-ekonomi-politik yang berpengaruh
langsung terhadap lembaga pendidikan.

'Dengan demikian, antara lembaga pendidikan dengan
masyarakat terjadi hubungan yang dialektis, sebagaimana
digambarkan oleh Fagerlind dan Saha (Imam Barnadib, 1987:
86) dengan diagram sebagai berikut.
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Gambar 1
Saling hubungan antara pendidikan dan masyarakat
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Dualisme Ekonomi-SosiaI Masyarakat dan Kesenjangan
dalam Memperoleh Pendidikan Tinggi

Pembangunan yang dilaksanakan selama Orde Earu oleh
bangsa Indonesia lebih banyak memprioritaskan "pertumbuh­
an" (growth) dibanding "pemerataan" (equality). Karena ter­
lalu mengejar pertumbuhan dengan hasil pertumbuhan rata­

rata 7 % per tahun, serta kurang menghiraukan pemerataan,
berakibat pada munculnya kesenjangan ekonomi dan sosial di
masyarakat. Atau lebih dikenal dengan istilah "Dualisme Eko­
nomi-sosial Masyarakat ll •

Sebagaimana diterangkan Kuznets (1955:18) dalam teorinya.
Bahwa apabila tingkat pertumbuhan yang tinggi pada awal
pembangunan ekonomi yang akan dicapai, maka kesenjangan
dalam pembagian pendapatan tidak dapat dihindarkan. Seba­
liknya, jika pembagian pendapatan yang menjadi sasaran
prioritas, maka tingkat pertumbuhan yang tinggi dengan
sendirinya bukan menjadi prioritas.'

Dengan memperhatikan teori 1m, dapat diperoleh
pengertian ten tang hubungan terbalik antara pertumbuhan
(growth) dan pemerataan (equa:Jity). Bila yang satu dipriori­
taskan maka yang lainnya akan terkesampingkan, sebaliknya

, , bila yang satu dikesampingkilO maka yang lainnya akan men­
ja<li prioritas. Menurut Kuznets (1965:288) jika pembangunan
terlalu lama mementingkan pertumbuhan dan tingkat pemera­
ta'an pendapatan berkurang, atau sebagian besar masyarakat
tidak'dapat memperoleh pendapatan yang layak, maka kesen­
jangan 'akan terjadi semakin tinggi.

Kenyataan yang terjadi di negara kita. wujud dari
kesenjangan tersebut bertipa polarisasi kelompok masyarakat
dari kutub tertinggi, yaitu ukelompok elit" sampai kepada
kutub terendah yaitu "kelompok "marginal". Kelompok elit
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dengan jumlah yang sedikit telah menikmati pendapatail nasi­
onal terb!"sar. Menurut laporan Bank Dunia 1987, sejumlah
20 % kelompok elit masyarakat di negara-riegara berkembang
telah menikmati 60 % pendapatan (Nurimansjah, 1989:11).
Sebaliknya, kelompok marginal dengan jumlah mayoritas
hanya mengenyam pendapatan sedikit sisanya.

Kondisi ini memiliKi implikasi terhadap dunia pendidik-
. an tinggi ki tao Potret pendidikan tinggi di Indonesia di
samping· penyebarannya hanya terpusat di daerah-daerah
sentral kawasan elit seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya,
Bandung, Medan, serta kota-kota besar lainnya, juga dari
sejumlah Perguruan Tinggi yang ada mayorita.s· hanya
dinikmati oleh sekelompok masyarakat yang tergolon·g mampu
secara ekonomi-sosial. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa
pemikiran:
1. Sedikitnya jumlah lembaga Perguruan Tinggi negeri dan

swasta yang hanya· menampung mahasiswa sejumlah 29,6 %
dari total lulusan SLTA yang ada, atau hanya sekitar 9%
dari pemuda Indonesia yang berusia 19 tahun (Iaporan
Mendikbud, 1993). Sehingga secara logis dapat dikatakan
bahwa hanya beberapa. orang saja dari lulusan SLTA yang
secara pribadi {intelektual, sosial, dan ekonomi) mampu
untuk bisa mengenyam belajar di Perguruan Tinggi.

2. Mahalnya biaya penyelenggaraan pendidikan di Perguruan
Tinggi khususnya untuk Perguruan Tinggi swasta, berlanjut
pada Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) yang
harus dibayarkan oleh mahasiswa kepada lembaga relatH
tinggi. Tentu saja dengan biaya SPP yang tinggi, maka
masyarakat dengan tingkat sosial-ekonomi tinggi yang
mampu membayar SPP tinggi tersebut. Sedang kelompok
masyarakat yang tidak mampu membayarnya dengan
sendirinya "terpental" keluar.

3. Secara wajar kelompok elit masyarakat memiliki akses dan
interaksi pergaulan lebih luas dibanding dengan kelompok
marginal. Karena memiliki akses dan interaksi luas dengan
berbagai individu dan lembaga profesi, maka motivasi dan
peluang kelompok elit masyarakat untuk belajar di Pergu"
ruan Tinggi.lebih terbuka.

Realitas di lapangan juga mengindikasikan adanya bukti
bahwa tingginya biaya pendidikan di Perguruan Tinggi telah
menjadi "kewajaran" (equity) menurut anggapan mayoritas
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masyarakat. Menurut Noeng· ·Muhadjir(1986:25-26) sekarang
ini terjadi peningkaJa.n. partisipasi masyarakat dalam penye.,
lenggaraan Pendidikan Tinggi, berbarengan dengan itu ada
upaya oleh mereka untuk mempertinggi sumbangan pendidikan
yang dibayarkan siswa kepada lembaga.

Pada bagian lain Perguruan Tinggi negeri selama bebe­
rapa tahun terakhir mengindikasikan kecenderungan tingkat
SPP yang dibayarkan mahasiswa baru tiap dua tahun meng­
alami kenaikan. Hal ini secara relatH akan memperkeci!
peluang dad golongan marginal untuk mengenyam pendidikan
di Perguruan Tinggi.. baik neged sekalipun, apalagi swasta.
Walaupun dad golongan marginal ini pada awalnya bisa masuk
ditedma di salah satu PTN atau PTS dengan mengandalkan
modal kecerdasannya, namun hambatan biaya, kesibukan
menghidupi did, serta lain-lain yang menimpanya memungkin­
kan mereka tidak mampu menyelesaikan studi.

Data dad Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl
(1993) menunjukkan, dad sejumlah 465.600 mahasiswa baru di
Perguruan Tinggi negeri dan swasta, hanya 224.600 orang saja
yang akhirnya bisa .menyelesaikan studio Bahkan yang dikutip
Djohar (1993:93) bahwa terdapat angka produktivitas untuk
Perguruan Tinggi program SO sejumlah 9,95 % pada tahun 1989
dan 10,20% pada tahun 1990. Sedangkan untuk program SI
sejumlah 5,13% pada talwn 1989 dan 7,56% pada tahun 1990.
Produktivitas pendidikan adaiah rasio atau perbandingan
an tara jumlah lulusan dEmgan jumlah siswa terdaftar per
tahun yang dinyatakan dengan persen (Djohar, 1993:88).

Data-data di. atas membedkan gambaran bahwa banyak
sekali jumlah mahasiswa baru.. yang diterima. di Perguruan
Tinggi negeri dan swasta, akan tetapi ·di· tengah jalan banyak
mengalami hambatan yang menyebabkan hanya beberapa
persen saja yang akhirnya bis" J)jlus. Adapunhambatan yang
menyebabkan mereka gagal ni.~ianjutkan studi (drop out)
dapat dikelompokkan sebagai bedku't:
1. Internal factors (faktor~faktor internal), seperti: kemampu­

an intelektual dan motivasi bela]ar yang kurang.
2. External factors (faktor-fak'tor eksternal), seperti: kondisi

ekonomi yang kurang mendukung dan tawaran kerja dad
pihak luar (perl\s,<rhaan swasta).

(Hasi! wawancaraSuara PeII!baruan dengan beberapa Rektor .. ,.
Perguruan Tinggi rleged di Indonesia, 2 Mei 1995).
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Di antara faktor-faktor penghambat di atas, hambatan
ekonomi merupakan salah satu hal yang dirasa berat khusus­
nya bagi para mahasiswa yang berasal dari pedesaan dan dari
golongan ekonomi "marginal".

Strategi Mempeduas Kesempatan

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada setiap
warga negara untuk memperoleh kesempatan seluas-Iuasnya
dalam belajar, maka kebijakan pemerintah sejak Pelita VI
khususnya . bidang pendidikan memunculkan frase-frase
kebijakan di antaranya adalah "pemerataan pendidikan"
(Mendikbud, 1993).

Dalam kebijakan "pemerataan pendidikan" tersebut,
terkandung tiga arti yang terkait dengan istilah pemerataan,
yaitu: (a) persamaan kesempatan (equality of opportunity), (b)
aksesibilitas, dan .(c) keadilan atau kewajaran (equity).

Pemerataan kesempatan (ekualitas) berarti bahwa
setiap orang mempunyai kesempatan yang sarna untuk mem­
peroleh pendidikan, yang menurut UU No.2/1989 tentang
Sistem Pendidikan Nasional tidak dibedakan menurut jenis
kelamin, status ekonomi-sosial, agama, dan lokasi -geografis.
Dalam kerangka ini pendidikan untuk semua orang (education
for all) harus diupayakan dan ditingkatkan.

Aksesibilitas berarti bahwa setiap orang tanpa meman­
dang asal usulnya mempunyai akses yang sarna terhadap
pendidikan pada semua jenis, jenjang, maupun jalur pendidik-
an.

Menurut Mendikbud (1993), untuk menunjang ekualitas
dan aksesibilitas, maka harus ada ekuitas, yang lebih menun­
juk pada dimensi vertikal dari pendidikan. Dalam arti, di
samping memberikan peluang yang sarna kepada semua warga
negara untuk memperoleh pendidikan:. jenis, jenjang, dan jalur
mana saja, juga memberikan perlakuan khusus secara propor­
sional bagi warga negara yang menonjol prestasinya dari
daerah-daerah tertentu (menurut standar kelompoknya) dan
dari kelompok masyarakat kurang mampu, diberikan pelu",ng
untuk mencapai suatu jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Dari segi ekuitas, memperlakukan peserta didik
menurut kemampuan, bakat, dan minatnya merupakan hal
yang adil. Memberikan kesempatan kepada .mereka yang
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menonjol prestasinya menurut ukuran kelompoknya dari
daerah-daerah tertentu untuk mencapai jenjang pendidikan
lebih tinggi, merupakan hal yang adil pula. Termasuk mem­
berikan perhatian khusus kepada peserta didik 'yang secara
ekonomi kurang beruntung tetapi dia cerdas, merupakan hal
y.ang adil. Karena keadilan mengandung implikasi "perbedaan"
perlakuan sesuai dEmgan kondisi internal dan eksternal
peserta didik.

Untuk lebih memperlancar peluang kesempatan belajar
di Perguruan Tinggi khususnya bagi anak-anak dari. golongan
tidak mampu atau kurang beruntung (disadvantaged children),
maka dibuatkan program beasiswa TID dan Supersemar bagl
yang sudah menjadi mahasiswa. Program Pemilihan Bibit
Unggul Daerah (PBUD) diperuntukkan bagi lulusan SLTA yang
"dijaring" tanpa melalui tes UMPTN, akan tetapi langsung
diterima menjadi mahasiswa di Perguruan Tinggi negeri.

Selain yang disebabkan itu, juga dari perusahaan-peru­
sahaan dan lembaga swasta, seperti Toyota, Ford, dan Repu­
blika memberikan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa
yang kurang mampu secara ekonomi tetapi cerdas dan ber-

. prestasi. Juga bantuan berupa tempat praktik oleh perusahaan
swasta terhadap sekolah yang menerapkan model "Dual
system ".

Akan tetapi, bentuk beasiswa dan bantuan dari perusa­
haan dan lembaga swasta yang disebut di atas, dirasa masih
perlu ditingkatkan lagi. Peran serta masyarakat pengusaha
masih dibutuhkan lebih banyak lagi soal bantuan dana dalam
rangka memperlancar program-program pendidikan di Indo­
nesia (Suyanto, 1995).

Dengan berbagai macam model beasiswa dan bantuan
baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta, baik yang
sudah terlaksana maupun yang sedang dirintis, diharapkan
dapat memberikan manfaat lebih kepada putra-putri Indonesia
pada umumnya maupun anak-anak yang berkecerdasan tinggi
dari golongan tidak mampu (kelompok marginal) pada khusus­
nya.

Penutup

Kemajm,n pembangunan suatu bangsa tidak seluruhnya
kelompok masyarakat menikmatinya, terutama .pembangunan
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yang lebih berorientasi pada "pertumbuhan" (growth) daripada
"pemerataan" (equality). Bila suatu pembangunan lebih ber­
orientasi pada yang pertama daripada yang kedua, akibat
negatifnya adalah terjadinya kesenjangan ekonomi-sosial.
Yakni munculnya kelompok masyarakat elit secara ekonomi­
sosial di satu sisi, serta kelompok masyarakat marginal
secara ekonomi-sosial di sisi lain.

Fenomena masyarakat demikian ternyata berpengaruh
pada peluang anggota masyarakat tersebut dalam memasuki
Perguruan Tinggi. Kelompok masyarakat yang seCara ekono­
mi-sosial dikatakan "elit" mempunyai peluang lebih besar
dibandingkan dengan kelompok "marginal". Sehingga secara
logis ada pengaruh positif antara kondisi masyarakat yang
secara ekonomi-sosial dualistis terhadap timbulnya kesenjang­
an dalam memperoleh pendidikan (Perguruan Tinggi), dengan
indikator-indikator yang dapat dilihat di lapangan.

Dalam rangka untuk mengatasi kondisi tersebut, peme­
rintah lewat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI melaku­
kan upaya "pemerataan pendidikan". Yakni adanya upaya (a)
persamaan kesempatan (equality of opportunity), (b) aksesibi­
Iitas, dan (c) keadilan atau kewajaran (equity). Yang berarti,
di samping memberikan peluang yang sama kepada semua
warga negara untuk belajar di Perguruan Tinggi, juga mem­
berikan perlindungan bagi mereka-mereka yang secara ekono­
mi-sosial kurang beruntung (disadvantaged).

Adapun bentuk bantuan kepada mereka yang sudah ber­
jalan seperti pemberian beasiswa TID dan Supersemar, penja­
ringan ujian masuk PTN melalui PBUD, juga bentuk bantuan
dana maupun fasilitas dari perusahaan-perusahaan dan lemba­
ga ,swasta. Di samping itu, sekarang ini masih terus digiatkan
kampanye oleh pemerintah agar masyarakat pengusaha lebih
meningkatkan lagi bantuannya baik secara kuantitatif maupun
kualitati£.
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